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Dlyu m'm RAKYAT DAERAH
mam PESISIR SELATAN

PER RAN mzruﬂ TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1| TAHUN 2012
_ RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

i daJam Perlmmn Daerah  Kabupaten Pesisir
1 Tahun 2012 tentang Retnibusi Perimnan Tertentu
‘Kabupaten Pesisir Sclatan Tahnun 2012 Nomor 1,

_"Dﬂﬁ‘ah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 188)

l 1 angka 16 dihapus, schingea berbunyi scbagai
Pasal 1
ran Daerah ini, yang dimaksud dengan:

Kabupeten Pesisir Selatan
Bupati Pesisir Selatan.

Daerah adalah Bupati dan Perandmt Dmahu
: penyelenggnmPemﬂ'mmhmDmah

adalah lembaga yang mg:nhﬂxm Bupati
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< peny RRarE  Pemes

oMb Bdalah pegawai yang diberi tugss Sertentu 8 bidang
8l daerah sesaai peraturne perundang und
" il adaish permturens  perundang - undangan
. dibentuk oleh: DPRD Kabupaten Pesisr Selstan dengan
Mjuan bersama Bupati.
Bupati adalah Peratuman Bupati Pesiwar Seclatan.
. daerah, yang selanjuinya disebul rminbusi, adalah
Sy sebagai pembaysran atas jase atau pemberian
I tertentu yang hhusys disediakan dan/atau diberikan oleh
weerintal © Dacrah - Kabupaten  Pemiser  Selatan  untuk
. Crang pribacdi atau badan.
adataby san  ormng dan  atau  modal yang
: . baik - yang melakukan  usaha yang
Perseroan terbatas, perascroan komanditer, perseroan
badan usaha milik negara (BUMN], atau badan usaha
ah (BUMD] dengan namas den dilam bentuk apa pun,
kongsi, ' koperasi, dana pensiun,  persekutuan.
I‘-ﬂ« yayasan, organisasi massa, organisasi sostal
Atay organisasi lainnya, lembegn dan bentuk badan

fermasuk Kontrak investasi kolektf dan bentuk usaha
S h kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan bertpa ussha dan pelayanan yang menyebabkan
barang. fosilitas, atau kemanfaatan lainnya yang  dapal
dinikmati oleh arang pribadi atayu Badan.
-Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk tujuan
kepen 'dan kemanfaatan umum serta dapar dinikmati oleh
b Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertenty Pemeriniah Daerah
/'dalam mngka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan
- dimaksudkan *° untuk pembinaan, pengaturan,

serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarane,
8 atau fasilitas tertentu guna melindungl kepentingan
dan menjaga kelestarian lingkungan. ]

i daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah
tan daerah sebagai pembayaran atas jasa atay
n izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
i izn mendirikan bangunan adalah retribusi vang
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e yang selanjutnya dinmdu\t
adalah huke Pembayaran stau penyetoran retribust yang
m‘““" dongan  menggunakan ormulic atsn ela

Carn - laine ke kas dacrah melalui tempat
. oleh Bupati
pan Retribust Daerah, yang selanjutnya disingkat
Sm ‘adalah surat kﬂmn retritigag ,..ng menentukan
be-rmjtmhhpm
A Ketetapan |

t’v::h ubih- Bayar, vang
nlw discbut sxnnu;. Naalal dorat ketetapan retnbusi
yang menentukan jumlah” kelebitian pembayaran  retribusi
karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripuda retribusi

. yang terutang atau seharusnya tidak terutang. )

24, Surat 'l'lglhan Retnbusi Daecrah, yang selanjutnya disingkat
STRD, _ adalah surat untuk melakukan tagthan retnibusi
:I-a/m sanksi administrutif berupa busngs d

an /atau denda,
S, Pemungutan adalah suatu rangkaian kegistan mulal dari

m,ujm data objek dan subjek pajak , penentuan
; pqhkynnammhngumpuiwnunpumﬁamm
Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannys,
csaan adalah serangkaian kegiatan rmshlmwmdm

m data, keterangan, dan / atau bukt yang dilaksanakan

secara objektif dan profesional

suatu - standar
W untuk menguji kepatuhan pemenuhan. kew-;lhn'
_* pajak daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujean lain

- dalam rangka melaksanakan ketentuan pmmnn ptmndmg-; .
. m retribusi daerah,

_tindak pidana dibidang retribusi dntah uhhh
tindakan yang dilakukan oleh penyidih xmmk o

" serta mengumpulkan bukti yang dengan itu

terang tindak pidana di bidm; netritmd ang
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B untuk melakukan usaha pormbudidnyean an

saha pembudidayaan ikan

Porbadagy, ol i

mﬂm-i iwin usaha perikanan
ayat (1] adalah orang pribadi atau
pewbndrd ot ayaan tkan.

berbunyi sebagai berikut :
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